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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2003

L
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

It

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat
1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah telah  ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor §
Tahun 2001 tentang Organisast dan Tata Kerja Pemerintah
Kabupaten Rembang yang didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi |
dengan keadaan dan perkembangan schingga perlu |
dilakukan penataan kembal;
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c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
> Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang.




Mengingat L. Undang-undang Nomor {3 Tahun [950 tentang |
' Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam |
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang |
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negei  Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 200} tentang Bentuk Produk-produk
Hukum Daerah.

;
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan
Benta Daerah
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Rembang;
. Bupati adalah Bupati Rembang;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang;

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rembang;

Perangkat Daecrah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang.

AW

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN



Pasal 2

{1) Pemerintah Kabupaten Rembang terdini Bupati dan Wakil Bupati beserta
Perangkat Daerah lainnya.

(2) Bagan Orgamisasi Pemenintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1),
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Daerah ni.

BAB [
BADAN EKSEKUTIF DAERAH
Pasal 3
Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Badan Eksekutif Daersh.
Pasal 4

Bupati adalah Kepala Dacrah dan berkedudukan sebagai Kepala Eksekutif yang
dibantu oleh seorang Wakil Bupati.

Pasal 5

{1) Dalam menjalankan tugas serta kewenangannya Bupati bertanggung jawab
kepada DPRD.

(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat
(1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 6

(1) Pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan dalam Rapat
Paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang,.

(2) Syarat-syarat tatacara pencalonan dan pemibhan Bupati diatur dengan
Peraturan Tata tertib tersendiri oleh DPRD.
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(3) Bupati mempunyat masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 7

Bupati memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Pasal 8

(1) Di Daerah terdapat seorang Wakil Bupati.

(2) Wakil Bupati dipilih oleh DPRD dalam Rapat Paripurna yang diadakan

untuk itu, bersamaan dengan Pemilihan Bupati.

(3) Syarat-syarat, Tata cara Pencalonan dan Pemmbhan Wakil Bupati diatur
dengan Peraturan Tata Tertib tersendini oleh DPRD.

Pasal 9
(1) Walal Bupati bertugas :
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya,
b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi pemermtah di Daerah;
c. Melaksanakan tgas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati
berhalangan.

(4) Penjabaran tupas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10
(1) Apabila Bupati berhalangan tetap, jabatan Bupati diganti oleh Wakal Bupati
sampai habis masa jabatannya.
(2) Apabila Wakil Bupati berhalangan tetap, jabatan Wakil Bupati tidak diisi.
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(3} Apabtla Bupati dan Waki! Bupati berhalangan tetap, Sekretaris Daerah
melaksanakan tugas Bupat untuk sementara waktu.

{4) Apabila Bupati dan Wakil Bupatn berhalangan tetap, DPRD

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan tentang masa jabatan, pemberhentian Bupan berlaku juga
bagi Wakil Bupati.

Pasal 12

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Bupah dapat dibantu oleh Staf Ahli yang
pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1)} Perangkat Daerah terdirt dan Sekretanat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polist Pamong Praja, sesua
kebutuhan Daerah.

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah tersendin.

BAB [V
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Badan Eksekutif Daerah wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemerintahan
Daerah untuk mewujudkan Otonorm Daerah yang nyata, luas dan
bertanggung jawab.
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(2) Badan Eksekutif Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
wajib memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan mtegrasn
secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing
maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15
(1) Bupati sebagai Kepala Badan FEksckutif wajib menyampaikan
pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

(2) Bupati scbagai Kepala Eksekutif wajib membenkan pertanggungjawaban
kepada DPRD untuk hal hal tertentu atas permintaan DPRD.

(3) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Jenjang jabatan, kepangkatan, susaman kepegawzian dan pengangkatan para
pejabat di jajaran Badan Eksckutif Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(i) Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor § Tahun 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemenintah Kabupaten Rembang Tahun

2001 masihmpbaiakumpmdmgmadmyapenymmmmwut
Peraturan Daerah mi.




(2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah im dilakukan selambat-lambamya 6
(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah im.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 200! tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kabupaten Rembang dmyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini muiai berlakn pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahiinya, memerntahkan pengundangan
Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang. «

Ditetapkan i Rembang
pada tangga! 9 Desember 2003

[}

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO
Diundangkandi Rembang
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Drs. B. WIRATMOKO, MM : .
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

N .
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 19




BAGAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 19

L /] ’

TAHUN 2003

TENTANG ORGANISAS) DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2003 NOMOR 20

e e ]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

BUPATI REMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68
ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraiuran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang
Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten
Rembang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesua lagi dengan keadaan
dan perkembangan Peraturan Pemerintahan Daerah;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang.



Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupaten  dalam

ingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahm 1999 tentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 );

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian jo Undang-undang 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2003 tentang Pedoman Orgamsasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4262),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 70);
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7. Keputusan Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negen Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

k Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

- Daerah dan Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003
| tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negen Sipil;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomn Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeni dan Otonomi Dacrah
: Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk
Hukum Daerah:

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan

: . Produk Hukum Daerah;

E 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
v Nomor 24 Tahwm 2001 tentang Lembaran Daerah dan

l Berita Daerah.

-‘ Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

' MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
ORGANISAS] DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG.




BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

W R o~

Moo

e

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17

18.

Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,;

Bupati adalah Bupati Rembang;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;

Perangkat Daerah adalah Organisasi/.embaga pada Pemerintah Daerah
yang Dbertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdin dari Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Tekms Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong
Praja sesauai dengan kebutuhan Daerah;

Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selamjutnya disebut
Sckretaniat DPRD adalah Sekvetanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Rembang;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan XKabupaten Rembang;

Dinas Pekerjaan Umum  adalab Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten
Rembang;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Rembang;

Dinas Perindustnan, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang,;

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas
Kesejahteraan Sosial, Temaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Rembang;

Dinas Perikanan dan Kelautan  adalah Dinas Perkanan dan Kelautan
Kabupaten Rembang;
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I9.
20.
21

22,

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33
34,

35.

36.

Dimnas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas
Pertambangan, Energi dan Linglamgan Hidup Kabupaten Rembang;

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;

Dinas Pariwisata dan Sent Budaya adalah Dinas Panwisata dan Seni
Budaya Kabupaten Rembang;

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertenty yang karena
sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerab adalah Badan Perencanasn

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;

. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten

Rembang;

. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Rembang;

Badan Kelwarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalak Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang;;
Rumah Sakit Umum Dacrah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Rembang

Kantor Kesatnan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang;
Kantor Kebersthan dan Pertamanan adalabh Kantor Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Rembang;

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elekironik adalah
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik
Kabupaten Rembang;

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan Kabupaten Rembang;

Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/l embaga
Teknis Daerah Kabupaten Rembang;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat  Daerab
di bawah Camat;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemenntah Daerah dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Dacrah pada Pemerintah Kabupaten Rembang;;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang
memmjukkan fugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negen Sipil dalam satuan kerja yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada




BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,
Pasal 3

Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 | terdin dan :
Sekreturiat Daerah;

Sekretaniat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dinas Pertaman dan Peternakan;

Mnas Keschatan,

Dinas Pendidikan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

Dinas Perhubungan;

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Trans:mgram
Dinas Penkanan dan Kelautan;

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Badan Pengawas Daerah;

Badan Kepegawaian Daerahi;

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
Rumah Sakit Umum Daerah;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Kebersihanr dan Pertamanan;

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektromik;
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;

Unit Pelaksana Teknis;

Kecamatan;

Kelurahan;

aa. Satuan Polist Pamong Praja

bb. Kelompok Jabatan Fungsional.

NYMEgLETPNOBORE —F= ™5@ =0 A0 o8
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1)

)

(3)

(1)

)

3)

BAB 1II
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 4

Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur pembants Pimpinan
Pemenntah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretans Daerah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Dacrah mempunyai tugas pokok membantu Bupat dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemenntahan, administrasi,
organisasi dan tata laksana serta membenkan pelayanan admimstratif
kepada seluruh Perangkat Daerah.

Dalamn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan administrasi pemernintahan;

c. pengelolaan sumber daya keuvangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah;

d: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Organisasi Sekretariat Dacrah terdiri dan | (satu) Sekvetaris Daerah, 3
(tga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, 30 (tiga puluh) SubBagian dan
dibantu olch Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Tata Praja disebut Asisten 1, Asisten Kesejahteraan Rakyat
disebut Asisten II, Asisten Admimstrasi disebut Asisten III.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagmimana dimaksud ayat (1),
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Tata Praja, terdini dari :
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1. Bagian Pemerintahan, terdin dan :
a. SubBagian Pemerintahan Desa;
b. SubBagian Pemerintahan Daerah;
¢. SubBagian Kerja sama Daerah.
2. Bagian Hukum, terdiri dan :
a  SubBagian Perundang-undangan;
b. SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
c.  Sub Bagian Analisis dan Kajian Hukum.
3. Bagian Informasi dan Komunikasi, terdin dari :
a. Sub Bagian Kajian informasi;
b. Sub Bagian Komunikasi;
¢. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.
c. Asisten Kescjahteraan Rakyat, terdiri dar :
I. Bagian Perekonomian, terdin dari :
a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Ekonomi;
b. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
¢. Sub Bagian Ketahanan Pangan.
2. Bagian Kemasyarakatan, terdir dan
a Sub Bagian Pendidikan, Mental Spiritual;
b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan:
¢.  Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
Bagian Pengendalian Program. terdiri dan :
a  Sub Bagian Analisis Program;
b. Sub Bagan Fasilitasi Program;
¢ Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program.
d.  Asisten Administrasi, terdiri dan :
1. Bagian Umum, terdin dan :
a Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi:
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan:
c.  Sub Bagian Pembiayaan.
2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdin dan :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatal aksana;
b, Sub Bagian Pendayagunaan Aparatr Daerah:
¢. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bagian Keuangan, terdin dari :
a. Sub Bagian Anggaran,
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Pembukuan dan Veriftkasi.
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4. Bagian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pemantavan;
¢.  Sub Bagian Inventarisasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (3), berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Masing-masing Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3). dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (3), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang dalam
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh scorang pejabat fungsional
SETior.

Bagan orgamsasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Dacrah 1.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Seckvetariat Daerah secbagaimana
tersebut pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 6
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap

DPRD, dipimpmn oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
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Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
kepada Anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. fasilitasi rapat anggota DPRD;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;

c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 7

Organisasi Sekretariat DPRD terdini dari 1 (satu) Sckretaris. 3 (tiga)
Bagian, 6 (enam) Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional,

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdini dan :
a  Sekretans DPRD;
b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bagian Persidangan, terdin dari :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian ldentifikasi dan Aspirasi.
d. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perpustakaan;
2. Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh
scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRD.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans DPRD yang dalam
melaksanakan tgasnya dikoordinasikan olch seorang pejabat fungsional
senior.

Bagan organisasi Sckretanat DPRD  tercantum dalam Lampiran 1l
Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana
tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pasal 8

Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan mempumyai tugas pokok melaksatakan
kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

3 perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;

¢. pemberian perizman dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pertanian dan peternakan,

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Petemakan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 9
Orgenisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdirt dari 1 (satu) Kepala
Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan)
Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Orgamisasi  Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana
dimaksud  ayat (1), terdin dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdin dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan,
¢. Bidang Bina Program, terdini dan |
1. Seksi Perencanaan;
2. Sckst Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Produksi, terdini dari :
1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan;
2. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan.
€. Bidang Perlindungan, terdiri dari :
1.Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;
2.Sekst Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak.
f Bidang Bina Usaha, terdin dari :
1. Seksi Usaha Tani;
2. Seksi Usaha Ternak.
g Umt Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayaf (2), masing-masing
dipimpin oleh scorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan.

Sub Bagian dan Scksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleb seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Tekms sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertamggung jawab
kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakarn.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaunana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

Bagan otganisasi Dinas Pertanian dan Peternakan tercantum dalam
Lampiran HI Peraturan Da¢rah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan
sebagammana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Vi
DINAS KESEHATAN
Pasal 10

Dinas Kesehatan berkedudokan sebagai unsur pelaksana Pemenntah
Daerah  dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarts Daerah.

Iinas Kesehatan mempunyar tugas pokok melaksanakan kewenangan
desentralisasi di bidang keschatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungs: :

a perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Keschatan;

c. pembenian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum d: bidang
keschatan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Keschatan;

¢. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan.

Pasal 11
Organisasi Dinas Keschatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu)

Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdin dan :
a Kecpala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdini dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Pelayanan Keschatan dan Farmast, terdiri dan :
1. Seksi Pelayanan dan Sarana Keschatan;
2. Seksi Farmasi dan Makanan.
e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdin
dari :
I. Seks: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdin dan :
1. Sekst Promosi Kesehatan dan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat;
2. Seksi Pembinaan Keschatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana
dan Gizi.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang scbagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpm oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung yawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oieh

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesahatan.
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Kelompok Jabatan Fumgsional sebagaimana tersebuf pada ayat (2) berada
dibawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh scorang pejabat
fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Keschatan tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan scbagaimana
tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 12

Dinas Pendidikan berkedudukan scbagai umsur pelaksana Pemerintah
Daerah, dipimpin oleh seorsng Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
desentralisasi ¢i bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendidlkan,

¢. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pendidikan;

d pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

e. pelakssnasn wrusan ketatausshasn Dinas Pendidikan.

Pasal 13
Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu)

Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan
dibantu olch Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdiri dan :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dani :

£
h.

1. SubBagian Umum,

2. SubBagian Keuangan.

Bidang Bina Program, terdin dari ;

1. Seks: Perencanaan;

2. Seksi Monitoning, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan, terdin dari :

1. Seksi Tenaga Teknis Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar dan
Pendidikan Luar Sekolah;

2. Seksi Tenaga Tekmis Sckolah Menengah Pertama/Sekolah
Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan .

Bidang Pendidikan Dasar Menengah, terdini dari -

1. Seksi Taman Kanak-kanak/Rhoudiotul Atfal dan Sekolah
Dasar/Madrasah ibtida’iyah;

2. Seksi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan
Sekoiah Menengah Atas/Madrasah Ahyah/Sekolah Menengah
Kejuruan.

Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, QOlah Raga dan

Kebudayaan terdin dari

1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Pemuda;

2. Seksi Olah Raga dan Kebudayaan.

Uit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawsah dan bertangguung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Sub Bagian dan Scksi scbagaimana terscbut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin olch scorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.
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Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan yang
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat
fungsional semior.

Bagan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalaro Lampiran V
Peraturan Daerah imi.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana
tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIHI
DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemermtah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum;

¢. pembernian perizinan dan pelaksanaan wmum di lndang pekerjaan
umum;

d. pembmaan teshadap Unit Pclaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;

e. pelaksanaan urusan ketatansahaan Dinas Pekerjaan Umnom.
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Pasal 15

Organisasi Dinas Pekerjaan Umunm terdini dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1
(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi
dan dibant: oleh Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud
ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan.
Bidang Bina Program, terdin dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Momitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdini dari :
3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
1.Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Symber Daya Air;
2_Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dani :
I. Seksi Pemukiman dan Prasarana;
2. Seksi Tata Ruang dan Tata Laksana Bangunan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang scbagaimana terscbut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Unmim.

Sub Bagian dan Seksi scbagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Scksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

o
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Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang
pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum datam Lampiran Vi
Peraturan Daerah 1ni.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana
tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 16

BPinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalni Sekretaris Daerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan,

b. pelaksanaan pembinaan tekms di bidang kehutanan dan perkebunan;

c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
kehutanan dan perkebunan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan
Perkebunan;

¢. pelaksanaan urusan ketatansahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
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Pasal 17

Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 1 (satu) Kepala
Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan)
Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkcbunan sebagaimana
dimaksud  ayat (1) terdiri dari
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dani :
1. Sub Bagian Umum:
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bina Program, terdiri dar ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Moniforing, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Bina Produksi, terdini dari :
1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi;
2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil.
Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdini dari :
i. Seksi Aneka Usaha;
2. Seksi Kelembagaan.
Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Sekst Perlindungan.
g. Ut Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

L

s

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan.

Sub Bagian dan Seksi scbagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepaia Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.
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Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kechutanan dan
Perkebunan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam
Lampiran Vil Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Pasal 18

[»inas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan sebagai
msur pelaksana Pemerintah Daeral, dipimpin oleh seorang Kepala vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretans
Daerah.

Dinas Penndustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fugas pokok
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang  perindustrian,

perdagangan, investasi dan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Penndustnian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan

fungs;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan,
investasi dan koperasi;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan,
investasi dan Koperasi;

c. pembenian penzinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
penndustrian,, perdagangan investas: dan koperasi,
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d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekmis Dinas Penndusman,
Perdagangan dan Koperasi,

¢. pelaksanaan urusan ketatansahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperast. '

Pasal 19

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari 1
(satu)} Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua)
SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Penndustrian, Perdagangan dan Koperasi
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdin dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdini dar :
1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan.
¢. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Perindustrian, terdin dari :
1. Seksi Usaha Industri;
2. Seksi Produksi.
e. Bidang Perdagangan dan Investasi, terdin dari :
1. Seksi Perdagangan;
2. Seksi Investasi dan Promosi.
f. Bidang Koperasi , terdin dari :
1. Seksi Kelembagaan dan Usaha;
2. Seksi Permodalan dan Kemitraan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustnian, Perdagangan dan
Koperasi;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perndustrian,
Perdagangan dan Koperast;
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Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan;

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penndustrian.
Perdagangan dan Koperas: yang dalam melaksapakan tugasnya
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional sentor.

Bagan orgamusasi Dinas Perindustnian, Perdagangan dan Koperas
tercantum dalam Lampiran VIlI Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB Xl
DINAS PERHUBUNGAN
Pasal 20
Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerntah
Daerah dan dipimipin oleh seorang Kepala yang berada i bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalw Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
desentrahisast di bidang perhubungan.

Dalam  melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
avat (2). Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungst :

a perumusan kebijakan teknis di bidang perbubungan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perhubungan:
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c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
perbubungan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknts Dinas Perhubungan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan.

Pasal 21

(1)  Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dmas, 1(satu)
Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdiri dan :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha , terdiri darni :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan .
c. Bidang Bina Program, terdin dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Monitoring, Evatuas: dan Pelaporan.
d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdin dan :
1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Angkutan Jalan .
¢. Bidang Teknik Kendaraan, Jasa Pos dan Telekomunikasi, terdiri darn:
1. Seksi Teknik Kendaraan,
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi .
f Bidang Perhubungan Laut , terdin dan :
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kenavigasian;
2. Seksi Kepelabuhan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
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Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan yang
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat
fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Perhubungan tercamtum dalam Lampiran X
Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana
tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

Pasal 22

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai
tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang
kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi :
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi;

b. pelaksanaan pembimaan tekms di bidang kesejahteraan sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi; '

¢. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di’ bidang
kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesejahteraan Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

Orgamisasi Dinas Kesejateraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terdirt dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2
(dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok
Jabatan Fungsional.

Struktur Orgamisasi Dinas Kesejateraan Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrast sebagaimana dimaksud ayat (1), terdin dari :
a  Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdin dan :
1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan.
c. Bidang Bma Program, terdin dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Monitormg, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Bina Kesejateraan Sosial, terdini dari :
1. Secksi Partisipasi Sosial Masyarakat dan Nilai Kepeloporan;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
¢. Bidang Perlindungan Sosial dan Pengawasan Tenaga Kena,
terdin dani:
1. Seksi Perlindungan Sosial;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kenja.
f. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kenja dan Transmugrasi,
terdin dan :
1. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
2. Seksi Pelatthan dan Produktivitas Tenaga Kenja.
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g. Unit Pelaksana Tekms Dinas Kesegjateraan Sosial, Tenaga Kerja
danTransmigrasi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada
dr bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kescjahteraan Sosial , Tenaga Kema dan
Transmigrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesejahteraan
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dalamm melaksanakan
tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kema “dan
Transmigrasi tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Pasal 24

Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungs:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;

b. pelaksanaan pembinaan tekms di bidang perikanan dan kelautan;

c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
perikanan dan kelautan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan
Kelautan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 25

Orgamsasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdin dari 1 (satu} Kepala
Dinas, I(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8
(delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana
dimaksud ayat (1), terdiri darn:
Kepata Dinas;

a.
" b. Bagian Tata Usaha, terdin dan :

1. SubBagian Umum,;
2. SubBagian Keuangan.
¢. Bidang Bina Program, terdin dan ;
1. Sekst Perencanaan;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
d. Bidang Produksi, terdin dari :
1. Seksi Budidaya dan Pembenihan;
2. Seksi Penangkapan.
e. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil, terdini dari :
1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
2. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan.
f  Bidang Sumber Daya Kelautan, terdir dar :
1. Seksi Konservasi Kelautan;
2. Seksi Pengembangan Potensi Kelautan.
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian dan Bidang scbagaimana terscbut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan.

(4) Sub Bapian dan Scksi sebagaimana terscbut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh secorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangiutan.

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oich
seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

(7) Bagan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan tercantum ‘dalam
{.ampiran XI Peraturan Daerah im.

{8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X1V
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasa] 26
(1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup berkedudukan
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.




(2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan desentralisas: di bidang penmnbanaan
energi dan lingkungan hdup.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang pertambangan, energi dan
lingkungan hidup;

b. pelaksanaan pembinaan teckmis di bidang pertambangan, energi dan
lmgkunganhldup,

c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan wmum di bidang
pertambangan, energi dan lingkungan hidup;

d. pembinaan terhadap Umt Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan,
Energi dan Lingkungan Hidup;

¢. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup.

Pasal 27

(1) Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdin
dan 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua)
Sub Bagian, 8 {delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2)  Struktur Organisasi Dinas Pertarnbangan, Energi dan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dan :
a.  Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdirt dani :
1. Sub Bagian Umurm;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bina Program, terdin dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Sekst Momtoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Pengusahaan, terdiri dan :
1. Seks: Bina Produksi;
2. Seksi Bina Usaha
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e. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
1. Seksi Daya Guna Energi dan Air Bawah Tanah;
2. Seksi Daya Guna Tambang.
f. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdin dari :
1. Seksi Pemulihan;
2. Seksi Pencegahan.
g. Unit Pelaksana Tektis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan
Hidup;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh scorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan,
Energi dan Lingkungan Hidup.

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan,
Energi dan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Pertambangan, Energn dan Lingkungan Hidup
tercantum dalam Lampiran XIT Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan

Linglungan Hidup sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

39



)

65

(3

(1)

(2)

BAB XV
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Pasal 28

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar berkedudukan sebagai unsur
pelaksana Pemenntah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu: Sekretaris
Daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan dacrah

dan pengelolaan pasar.

Dalam  melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang pendapatan dan pengelolaan
pasar,

b. pelaksanaan pembinaan tekmis di bidang pendapatan  dan
pengelolaan pasar;

C. pembenian perizinan dan pelaksanaan pelayanan uwmum di bidang
pendapatan dan pengelolaan pasar;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar;

e. pelaksanaan urusan ketatausahasn Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Pasar.

Pasal 29

Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari | (satu)

Kepala Dinas, 1(satu)} Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8
(delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Orgamsasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdin dari :
a. Kepala Dinas;
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b. Bagian Tata Usaha, terdin dan :
I. SnbBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan.
c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
1. Sekst Perencanaan dan Monitoring;
2. Seksi Pengkajian dan Evaluasi.
d. Bidang Penerimaan, terdiri dari :
1. Scksi Pendataan dan Penetapan;
2. Sekst Penagihan dan Keberatan.
¢. Bidang Bina Pasar, terdin dan:
1. Seksi Pengembangan Pasar;
2. Seksi Daya Guna Pasar.
f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dar :
1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi:
2. Scksi Penyediaan Benda-benda Berharga dan Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar:
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang scbagaimana tersebut pada ayat (2), masmg-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar.

Sub Bagian dan Seks: scbagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Telmis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan
oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar tercantum

- datam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB XVI
DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
Pasal 30

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata den Seni Budaya mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata dan seni
budaya.

Dalam  melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), Dinas Pariwisata dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya:
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang paniwisata dan seni budaya;
¢. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pariwisata dan semi budaya;
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan
Seni Budaya;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 31

Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari ! (satu) Kepala

Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian,
8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional,

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagaimana
dimaksud  ayat (1), terdini dani :
a. Kepala Dinas;
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b. Bagian Tata Usaha, terdiri dan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan,
c. Bidang Bina Program, terdin dari ;
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
1. Seksi Obyek Wisata;
2.  Sekst Sarana Wisata.
e. Bidang Pemasaran dan Penyuiuhan Pariwisata, terdini dari :
1. Seksi Promosi Pariwisata;
2. Seksi Penyuluhan Paniwisata.
f. Bidang Sen: Budaya, terdini dan :
1. Seksi Pembinaan Seni Budaya;
2. Seksi Atraksi Seni Budaya.
g. Unit Pelaksana Tekms Dinas Panwisata dan Seni Budaya;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagatmana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Panwisata dan Seni
Budaya.

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sem: Budaya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan
Seni Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisast Dinas Pariwisata dan Seni Budaya tercantum dalam
Lampiran XIV Peraturan Daerah im.
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

BAB XVII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 32

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur
pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
dacrah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Pasal 33

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daecrah terdiri dari 1 (satu)

Kepala Badan, 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6
(enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisast Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdin dan :
a Kepala Badan,
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b. Bagian Tata Usaha, terdiri dan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Ekonomi, terdin dan ;
1. SubBidang Perhubungan dan Pariwisata;
2. SubBidang Pertanian dan Perindustrian, Perdagangan dan
Koperast.
d. Bidang Pemernntahan dan Kesejahteraan Sosial, terdin dari :
1. SubBidang Pemerintahan,
2. SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya.
e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdini dari :
{. SubBidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
2. SubBidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
f  Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian dan Bidang sebagaimana terscbut pada ayat (2). masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada d
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Sub Bagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipirpin oieh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang dalam  meiaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fimgsional senior.

Bagan orgamisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum
dalam L.ampiran XV Peraturan Daerah im.
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB XVII
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pasal 34

Badan Pengawas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana migas
tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretanis Daerah.

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas
pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelaksanaan tugas pembantuan;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekmis Badan Pengawas Daerah;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 35

Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan,
1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub
Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1), terdiri dari :
a Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dan :
1. Sub Bagian Administrasi,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut.

46



()

(4)

(5)

(©)

(7

(3

¢. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dan ;
1. SubBidang Pemerintahan;
2. SubBidang Sumber Daya Aparatur.

d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
1. SubBidang Ekonomi Produksi;
2. SubBidang Prasarana Ekonomi.

¢. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdin dari :
1. SubBidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
2. SubBidang Kesejahteraan Masyarakat.

f.  Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Dagrah.

Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh secrang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Wnit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpir oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Pengawas Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
dt bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Daerah
yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang
pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Badan Pengawas Daerzh tercantum dalam Lampiran
XV1 Peraturan Dagrah ini.

Penjabaran mgas pokok dan fungsi Badan Pengawas Daerah sebagaimana
tersebut pada zyat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XIX
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 36

Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas
tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

a perumusan kebijakan tekmis di bidang pengelolaan kepegawaian
daerah;

b. pelaksanaan pembinaan tekms di bidang pengelolaan kepegawaian
daerah;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tcknis Badan Kepegawaian
Daerah;

d. pelaksanaan urusan ketatansahaan Badan Kepegawatan Daerah.

Pasal 37

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dani 1 (satu) Kepala
Badan, 1(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam)
Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1), terdmi dari :
a2 Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha, terdin dar :
1. SubBagian Umum,;
2. SubBagian Keuangan.
¢. Bidang Pengembangan Pegawai, terdin dan ;
1. SubBidang Pengembangan Karier dan Jabatan;
2. SubBidang Pendidikan dan Latihan.
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d. Bidang Mutasi, terdiri dari :

I. SubBidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai;

2. SubBidang Kepangkatan dan Penjenjangan.

e. Bidang Bina Pegawai, terdin dari :
I. SubBidang Kesejahteraan Pegawai,
2. SubBidang Bina Disiplin dan Pendampingan Pegawai.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian
Daerah.

Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing—
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
scorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian
Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang
pejabat fungsional senior.

Bapan organisas1 Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran
XV Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XX

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan
sebagal unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang keluarga berencana dan
pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pembinaan tekmis di bidang kelaurga berencana dan
pemberdayaan masyarakat;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. pelaksanaan wrusan ketatausahaan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 39

Organisasi Badan Kcluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
terdin darn I (satu) Kepala Badan | 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2
(dua) Sub Bagian. 6 {enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok
Jabatan Fungsional.

Swuktur  Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdavaan

Masyarakat sebagaunana dimaksud avat (1), terdini dan :
a.  Kepala Badan:
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b. Bagian Tata Usaha, terdin dari :
1. SubBagian Umum,;
2. SubBagian Keuangan.

¢. Bidang Keluarga Berencana, terdini dani :

I. SubBidang Pengendalian Kelahiran;
2. SubBidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi
Pemberdayaan.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, terdiri dari :
1. SubBidang Pemberdayaan Perempuan;
2. SubBidang Pemberdayaan Anak dan Remaja.
¢. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dar ;
1. SubBidang Usaha Fkonomi Masyarakat ;
2. SubBidang Sosial Masyarakat .
f. Unit Pelaksana Tekmis Badan Keluarga Bereacana dan
Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungstonal.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kelvarpa Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing—
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepata SubBidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis scbagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan
mgasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat tercantum dalam Lampiran XVIIII Peraturan Daerah ini.
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Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 40

Rumah Sakit Umnm Daerah berkedudukan sebaga unsur pelaksana tugas
tertentu Pemerintah Dacrah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalut Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan upaya kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan, serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi

a. perumusan kebijakan tekms, operasional di bidang upaya keschatan
di Rumah Sakit Umum Daerah mehiputi penyembuhan, pemulihan
dan pelaksanaan upaya rujukan;

b. penunjang penyelenggaraan pemenntahan daerah di  bidang
pengembangan dan mutu pelayanan kesehatan;

¢. peliaksanaan urusan ketatassahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 41
Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdin dan 1 (satu) Kepala
RSUD, 1(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam)
Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompek Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1), terdiri dani :
a.  Kepala;
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b. Bagian Tata Usaha, terdin dan :
1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program, terdini dari |
1. SubBidang Perencanaan, Monitoring dan Sistem Informasi

Manajemen;

2. SubBidang Rekam Medis.

d. Bidang Pelayanan Medis, terdin dan :
1. SubBidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
2. SubBidang Sarana Pelayanan.

e. Bidang Keperawatan, terdin dani :
1. SubBidang Asnhan Keperawatan;
2. SubBidang Mutu Keperawatan.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum
Daerah.

SubBagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan
Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum
Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya  dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Dacrah tercantum dalam Lampiran
XIX Peraturan Daecrah ini.

Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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Pasal 42

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan
sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
pokok melaksanakan tugas pemernintahan di bidang pembinaan kesatuan
bangsa dan ketahanan serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Kantor  Kesatuan Bangsa dan  Perlindungan  Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang pembinaan kesatuan bangsa
dan ketahanan serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
ketahanan serta perlindungan masyarakat;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekms Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat;

d.  pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat.

Pasal 43
Organisast Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri

dari, 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) SubBagian, 3 (tiga )} Seksi dan
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur  Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdin dan :

a. Kepala Kantor;

b. SubBagian Tata Usaha,

c. Seksi Kesatuan Bangsa;,

54



3

Sy

(%)

(6)

Q)

)

d. Seksi Perlindungan Masyarakat;

e. Seksi Ketahanan Bangsa;

f  Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindumgan
Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oich seorang Kepala SubBagian dan Kepala Sekst yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawab dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakai.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakai yang dalam melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah im.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kamtor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
BAB XXIlII
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 44

Kantor Kebersihan dan Pertamanan berkedndukan sebagai umsur
pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupau
melalui Sekretaris Daerah.
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Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kebersihan,

pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Kantor Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi

a perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebersihan,
pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan kebersihan,
pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman,

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan dan
Pertamanan;

d. pelaksanaan wurusan ketatausahaan Kantor Kebersthan dan
Pertamanan.

Pasa] 45

Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdin dan 1 (satu)
Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana
dimaksud  ayat (1), terdiri dari :

Kepala Kantor;

SubBagian Tata Usaha;

Seksi Kebersihan;

Seksi Pertamanan dan Pemakaman;

Seksi Pemadam Kebakaran dan Pemeliharaan Saluran;

Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

T e a0 TP

SubBagian dan Seksi schagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan
Pertamanan,

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2}, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersthan dan
Pertamanan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fimgsional senior.

Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam
Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tupas pokok dan funpsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X334V

KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 46

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik
berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah
dipimpin oleh seorang Xepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupat melaln Sekretaris Daerah.

Kantor Perpustakaan, Kcarsipan dan Pengelolaan Data Elektromik
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemenntahan di bidang
pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik

menyelenggarakan fungsi

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang pengelolaan perpustakaan,
kearsipan dan data elektronik;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan,
kearsipan dan data elektronik;

¢. pembinaan terhadap Umit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan,
Kearsipan dan Pengeloiaan Data Elektronik;

d. pelaksanaan pmsan ketaiapsahasn Kamtor Perpustakaan, Kearsipan
dan Pengelolaan Data Elektronik.
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Pasal 47

Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data
Elektronik terdiri dari l(satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3
(tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Pengelolaan
Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

Kepala Kantor;

SubBagian Tata Usaha:

Seksi Perpustakaan;

Seksi Kearsipan;

Seksi Pengelolaan Data Elektronik.

Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan
Pengelolaan Data Elektromk;

g Kelompok Jabatan Fungsional.

™o ae o

Sub Bagian dan Seksi sebagmmana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elcktronik.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat @, dipimpin oleh
scorang Kepala UPT yamg berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Pengolahan Data
Elektronik.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan,
Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik yang dalam melaksanakan

tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data
Elektronik tercantum datam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan
Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXV
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
Pasal 48

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berkedudukan sebagai unsur
pelaksana tugas tertentu Pemenntah Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunya: tugas pokok
melaksanakan tugas pemerintaban di bidang register catatan sipil dan
admunistras: kependudukan,

Dalam melaksanakan tngas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a perumusan kebjakan tekmis, di  bidang catatan sipil  dan
kependudukan;

b. pelaksanaan pembinaan tekmis di  bidang catatan sipil dan
kependudukan;

0. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan;

d. pelaksanaan wrusan ketatausahaan Kamtor Catatan Sipil dan
Kependudukan

Pasal 49

Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdin dan 1(satu)
Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi  Kantor Catatan Sipil dan  Kependudukan
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

Kepaia Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Akta;

Seksi Kependndukan,

Seksi Penynluhan dan Dokumentasi;

S
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f  Unit Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana terscbut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan
Sipil dan Kependudukan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin cleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh
seorang pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan tercantum
dalam Lampiran XXill Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB XXVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
Pasal 50

Pada Dinas/l.embaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan
teknis dari Dinas/l.embaga Teknis Daerah, dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas/.embaga Teknis Daerah yang bersangkuizm dan secara operasional
dikoordinasikan oleh Camat.
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunya tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas/Lembaga Tekms Daerah yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa Kecamatan,

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/lembaga Teknis Daerah
berdasarkan  peraturan  penmndangan yang  berlaku, dengan
mempertimbangkan  kebutshan Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagan organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan tercantum
dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah int.

BAB XXVII
KECAMATAN
Pasal 51

Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Kabupaten yang
mempunyat wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Kecamatan mempunyat tugas pokok melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam witayah Kecamatan
serta melaksanakan tugas pemenntahan lainnya yang fidak termassk
dalam tugas Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
keagraritaan, pembinaan pemenntahan desa dan kelurahan serta
pelayanan masyarakat;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan,
partisipast masyarakat, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta
ketentraman, keteriban wilayah:

c. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga di wilayahnya.
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Pasal 52

Organisasi Kecamatan  terdini dari Caniat, | (satu), Sekretanat
Kecamatan, 5 (lima) Scksi dan dibantu oleh Kelompok ‘Jabatan
Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri
Camat;

Sekretaris Kecamatan;

Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Sekst Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Kesejahteraan Rakyat,

Kelompok Jabatan Fungsional.

FEme e or g

Sckretariat Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Seksi sebagaimana tersebut pads ayat (2), masang—mmng dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dalam
melaksanakan tugasmya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional
senior.

Bagan organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan
Daerah mi.

Penjabaran tugas pokok dan fingsi Kecamatan scbagaimana terscbut
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXVIII
KELURAHAN
Pasal 53

Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Kabupaten yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan dipimpir oleh Kepala Kelurahan atau disebut
Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2). Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan.
pelayanan, ketentraman dan ketertiban,

b. pembinaan ekonomi: dan pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 54

Organisasi Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan, 1 (satu) Sekretariat
Kelurahan, 4 (empat) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional.

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1). terdini
dari :

Kepata Kelurahan;

Sekretaris Kelurahan;

Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Pemenntahan;

Seksi Ekonomi dan Pemnbangunan;

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Sekretariat Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Keluraban.

Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kelurahan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kelurahan yang dalam
melaksanakan tugasnva dikoordinastkan oleh seorang pejabat fungsional
SeN1Of.

Bagan organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran XX VI Peraturan
Daerah im.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana tersebut pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunya tugas pokok melaksmmakan
pembinaan ketentraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimeaksad dalam

ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian operasional di bidang
ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah;

b. penunjang penyeienggaraan pemerintahan daerah.
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Pasal 56

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdin dari 1 (satu) Kepala, 1
(satu) Sub Bagian, 2 (dua) Seksi, Satuan Pelaksana Operasional dan
dibantu oleh Kelompok jabatan Fungsional.

Struktur Orpanisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
ayat (1), terdin dani :

Kepala Satuan;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Seksi Penegakan Perda;

Saman Pelaksana Operasional;

Kelompok Jabatan Fungsional.

o RO oR

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepalta SubBagian dan Kepala Seks: yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polis:
Pamong Praja.

Satuan Pelaksana Operasional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang
Komandan Regu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, yang dalamn melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang
pejabat fungsional senior.

Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran
XXVII Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungs: Satwan Poliss Pamong Praja
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua
Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan Organisasi yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok
sesual dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban
kerja yang ada.

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (4)
Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



M

(2)

)

@

®

BAB XXXl
TATA KERJA
Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan  organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prnsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan orgamisasi di hngkungan Pemenntah Daerah serta dengan
instanst lain di luar Pemenniah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing yang secara fungsional mempunyai hubungan kena.

Setiap pimpinan satuan organisasi wanb mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila tegadi penyimpangan agar mengambii langkah-langkah

yang diperlukan sesnai dengan peraturan perundang-undangan vyang
berlaku.

Pasal 59

Sétiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin’ dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tagas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematubi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Sefiap laporan yang diterima oleh pimpinan satan orgamisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan scbagar bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisast dibantu oleh
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala
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BAB XXX1I
KEPEGAWAIAN
Pasal 61

Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian masing-masing
Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural pada masing-
masing Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Orgamisasi Perangkat
Dacrah ditetapkan oleh Bupati, atas usulan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Daerah berdasarkan Standar Kompetenst Jabatan
Struktural sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
BAB XXXII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62

Perangkat Daevah di samping melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan atau tugas tertentu dapat melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan olch
Perangkat Daersh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah mi maka ;
a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretanat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 6 );
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 200! tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 200! Nomor 7 );

c. Peratiran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Organisast dan Tata Kena Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang (
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tabun 2001 Nomor 8);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lemnbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 9 ),

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah imi, scpamjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

b
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BAB XXXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Pada saat Peraturan Daerah im diundangkan, ketentuan mengenai
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2001 masih tetap berlaku.

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah in:.

BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini nlai berlaku pada ranggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkandi Rembang
pada tanggal 9 Desember 2003

BUPATI REMBANG
H. HENDARSONO
DiundangkandiRembang
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 20




¢\

v

BAGAN ORGANISAS| SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN | - PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
KABUPATEN REMBANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS| DAN TATA KERJA PERANCHKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS
DAERAH
|
[
KELOMPOKX
JABATAN
FUNGSIONAL
ASISTEN
ASISTEN KESEJAHTERAA bl
TATA PRAJA ch‘uT " ADMINISTRASI
[ == 1 1 [ | 1 [ 1 I 1
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERIN- HUKUM INFOKOM PEREMONO- KEMASYa. PENGENDALI- UumMum ORGANISASI KEUANGAN KEKAYAAN
TAHAN MIAN RAMATAN AN PROGRAM DAN KEPEG. DAERAM
s Subbag Subbiag Subbag Subbisg Sutting Subbag Subbag Subbag Subbag
p,:‘,,n::w Priungsng Kapan Pengemb | Penddx Ll Annlus Tataussha Kelembg & Anggman Pengd & Dt
0 Desa undangan M informas [" Sm Eko Mental Sp8 Program B Santel ] Tatalaksama | [ Brg
Subb: Subba Subbag SutbBa Subbag Subhag Subbag Subbag Subbag Subbag
leui.:nh Burlum?-!l Homunikas ws Sosial, Naket Fasitns RT & Perbendaha- Pemethn &
=1 Dwerah dan HAM m ] ExoMasy ] vamden | Pogam | Perienge | Apwens M rasn ] Pemantauan
Fesehatan
Subba 9 Subb Subb. Subbag Subbag Subbag. Subbag Subbag Subbag Subbag
e %::,I: Anakan & Protokol & Ketahanan __‘ POR & Ser Pengend Pembeay Kepeg Venfkas \wentarisasi
W ke 1 Dok ] Pangan Budaya ] Pelaks Prog a il . 1 1

BUPATI REMBANG



LAMPIRAN i . PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

b BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS
! DPRD
?
by -
. KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
- BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN PE:S:NDAG:NG'

]

SUBBAGLAN
3 TATA LISAHA DAN
FERLENGKAPAN

L SUBBAGIAN
KEUANGAN

!

= SUBBAGIAN
RAPAT DAN RISALAH
SUBBAGIAN
L4 IDENTIFIKASI DAN
ASPIRAS!

]

SUBBAGIAN
| | PENGKAJIAN HUKUM
DAN PERPUSTAKAAN

|_ SUBBAGIAN
DOKUMENTAS!, HUMAS
DAN PROTOKOL

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN I . PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMDR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
° DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISAS!

. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN REMBANG
KEPALA
’ il l
KELOMPOK JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA

H f E r

- SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN
T —7 b —
BIDANG BIDANG BIDANG } BIDANG
BINA PROGRAM PRODUKS! PERLINDUNGAN i BINA USAHA
J T L T
SEXSI
[ SEKSI SEKSI PERLINDUNGAN SEKSI
PERENCANAAN PERTANIAN [l TANAMAN DAN USAHA TAN
TANAMAN PANGAN PENGEMBANGAN
LAHAN
L | : I SEKSI
SEKSI SEKSI
MONITORING BUDIDAYA DAN KESERATIN AN AR Ak
-EVALUAS! DAN PRODUKSI PENGEMBANGAN
PELAPORAN PETERNAKAN YERNAK

BUPATI REMBANG

|
) H. HENDARSONO
i




LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20  TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISAS! DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA

—

KELOMPOK BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
I
|
}
L |
| '
| L
T I ) e SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN
1
| BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG PELAYANAN FEMBERANTASAN KESEHATAN
BINA PROGRAM KESEHATAN & PENYAKIT & PENYE- KELUARGA & PRO-
FARMASI HATAN LINGKUNGAN MOSI KESEHATAN
1 ; L paee :
! | e |
b F SEKS! SEKSI SEKS!
SEKSI PELAYANAN DAN PENCEGAHAN DAN PROMOS!
|-~  PERENCANAAN — SARANA F—1 PEMBERANTASAN KESERATAN DAN
KESERATAN PENYAKIT PEMBINAAN JPKM
['— —
SEKSI SEKSI SEKS!
MONTORING. FARMAS| DAN PENYEHATAN
EVALUAS| DAN MAKANAN LINGKUNGAN
PELAPORAN
UPT
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISAS!
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

KEPALA
BAGIAN i
KELOMPOK JABATAN TATA USAHA |
FUNGSIONAL . i
‘
i
r !
—_
b SUBBAGIAN | SUBBAGIAN ¢
i UMM | REUANGAN |
i | 3
L L i [ |
l TL T T —
BIDANG 1 ! BIDANG BIDANG {
BIDANG PENGEMBANGAN | PENDIDIKAN PNF, PEMUDA, ]
BINA PROGRAM TENAGA f DASAR OLAHRAGA DAN
i KEPENDIDIKAN J MENENGAH KEBUDAYAAN !
B |
SEXS) SEXS! SEXSI SEKS! }
PERENCANAAN __l TENAGA TEKNIS TK/RA DAN PENDIDIKAN NON
TR/SDPLS SDiM FORMAL DAN
PEMUDA
SEKSI SEKSH SEXS! SEKSI
L] wonmommG TENAGA TEKNIS SMPMTs DAN OLAH RAGA DAN
. EVALUASI DAN SMP/SMA /SMK SMAMA/SME KEBUDAYAAN
PELAPORAN
-
UPT
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN Wi :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAMUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KEPALA
BAGIAN
KELOMPOK TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN
| | ! !
BIDANG BIDARG
BIDANG BIDANG
JALAN DAN PERUMAHAN DAN
BINA PROGRAM JEMBATAN SUMBERDAYA AIR FEMUKIMAN
L__J ] . ] '
SEKS! SEKSI
SEKSI PENINGKATAN PEMBANGUNAN SEKSI
i | PERENCANAAN _— JALAN DAN — DAN PENATA- i} PEMUKIMAN DAN
JEMBATAN GUNAAN SUMBER PRASARANA
DAYA AR
( SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
MONTORING, PEMELIRARAAN PELESTARIAN & TATARUANG DAN
1  EVALUASDAN T JALAN DAN PENGEMBANGAN TATALAKSANA
PELAPORAN JEMBATAN SUMBERDAYA AIR BANGUNAN
UrPT

BUPATI REMBANG

.

H, HENDARSONO




PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMCR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
a DAERAH KABUPATEN REMBANG.

LAMPIRAN VIi

BAGAN ORGAN!ISASI .
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA
|
f KEL OMPOK BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL _
] 1 |
| |
] SUBBAGIAN SUBBAGIAN !
l UMUM KEUANGAN 1
‘ _ 1 ]
. i BIDANG 1 BIDANG
I BIDANG BIDANG BINA USAHA DAN REHABILITAS! DAN
J BINA PROGRAM BINA PRODUKSI KELEMBAGAAN i PERLINDUNGAN
SEKSI
BUDIDAYA DAN
SEKS! PENGEMBANGAN SEKS!
PERENCANAAN PRODUKSI ANEKA USAHA REHABILITAS!
SEKS! SEKSI
MONITORING PENGOLAHAN DAN SEXSI SEKSI
" EVALUASI DAN PEREDARAN HASIL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
PELAFORAN
UPrT
BUPATI REMB ANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.
BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN REMBANG
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
] : :
! [
{ i I i
: 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
PERDAGANGAN DAN
BINA PROGRAM PERINDUSTRIAN s KOPERASI
SEKS! SEKSI BEKS! SEXSI
m PERENCANAAN - USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN M KELEMBAGAAN DAN
USAHA
SEKS SEKSI
L SEKS! SEKss
vourrome, | L. oEks Ve N | PeRMODALAN DAN
PELAPORAN PROMOS! RAAN
UPT
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

LAMPIRAN 1X

BAGAN ORGANISAS! DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA
KELOMPOK
JABATAM BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
!
SUBBAGIAN SUBRAGIAN
UMUM KEUANGAN
| ] l ]
J
BiDANG BIDANG
BIDANG LALU LINTAS DAN TEKNIK KENDARAAN BIDANG
= BINA PROGRAM ANGKUTAN JALAN JASA POS DAN PERHUBUNGAN
TELEKOMUNIKAS! LAUT
SEKS!
SEKSI ‘SEKS| SEKS! LALU LINTAS
PERENCAMAAN — LALU LINTAS — TEKNIK [ ANGKUTAN LALT
JALAN KENDARAAN DAN
KENAVIGASIAN
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
I MONITORING — ANGKUTAN i——{ REKAYASA LALIN S KEPELABUHAN
. EVALUASI DAN JALAN JASA POS DAN
.. PELAPORAN
UPT

BUPATI REMBANG




LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20

TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA WERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

~ BAGAN ORGANISAS!
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
KABUPATEN REMBANG

KEPALA

-

BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPGK
JABATAN
FUNGSIONAL
i
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UNUN KEUANGAN
i I I !
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN PEMBINAAN,
BiNA PROGRAM BINA KESEJAH- S0siAL DAN PENEMPATAN
TERAAN SOSIAL PENGAWASAN TENAGA KERJA |
\ TENAGA KERJA DAN mnsmsmsj
r__?l - ] 1 R
SEXS! SEKSI SEKS! SEKS!
i  PERENCANAAN PARSOSMAS DAN -]  PERLINDUNGAN | | PENEMPATAN DAN
NILA KEPELOPORAN SOSIAL TRANSMIGRAS!
L SERS! SEKSI SEKS! SEKS
MONITORING | L PELAYANAN DAN Ly PEMBINAAN DAN PELATIHAN DAN
EVALUASI DAN REHABILITAS! PENGAWASAN PRODLKTIVITAS
PELAPORAN SOSIAL TEMAGA KEFUA TENAGA KERJA
UPT
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XI  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMCR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS) DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISAS!
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN REMBANG

=
KEPALA

B il

KELOMPOK BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
—
b
i
] SUBBAGIAN [ SUBBAGIAN x
UMUM KEUANGAN
l i
- i T T 1
‘ 1 { i i j
: ! ] BIDANG r BIDANG
BIDANG BIDANG [ Binausara Dan SUMBERDAYA
| Bwva PROGRAM J PRODUKSI [—PENGOLAHANHAS& KELAUTAN i
" i T [ I ‘
— r_~.__—l
Pt [ r
bt SEKSI SEKS! SEKS! SENS
',___ PERENCANAAN UCIDAYA DAN PENGOIAHAN DAN KONSERVASH
‘ PEMBEN&MN PEMASARAN KELAUTAN
SEKSF SEKSI SEKS
MONITORING SEKSI GINA USAHA DAN PENGEMBANGAN
EVALUASI DAN PENANGKAPAN KEMITRAAN L POTENS
PELAPORAN KELATAN
UPT
-
BUPATI REMBANG

“ H. HENDARSONO




LAMPIRAN Xl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISAS!
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

" KABUPATEN REMBANG
KEPALA
BAGIAN
KELOMPOK !
T AN TATA USAHA
FUNGSIONAL.
i i [ . i
! ] ]
]
i
| SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN
. 1 |
1 L 1
BIDANG BIDANG BIDANG pEni AN
BINA PROGRAM PENGUSAHAAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDU?
. . ‘
] | — ]
e
SEKSi
SEKSI SEKSI DAYA GUNA SEKS!
PERENCANAAN BINA PRCDUKS| ENERG! DAN AR FPEMULIHAN
BAWAH TANAH
SEKS! SEKS!
MONITORING. L SEKS! | DAYA GUNA — SEKS!
EVALUAS! DAN BINA USAHA TAMBANG PENCECAHAN
PELAPORAN

UPT

BUPATt REMBANG

H. HENDARSONOQ




LAMPIRAN Xl

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20

TAHUN 2003 TENTANG

ORGANISAS!I DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG. .

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR’
KABUPATEN REMBANG
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA U
; [
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KELANGAN
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
BINA PROGRAM PENERIMAAN SINA PASAR PEMBUKUAN DAN
SEKS! SRS prw—

u ENgf:ilm PENDATAAN DAN H PENGEMBANGAN | | PEMBUKUAN DAN
OMTORING FENETAPAN PASAR P
PENGRANAN DAN _J PENAGHAN DAN SEKSI PENYEL: (DAL
EVALUASL KEBERATAN L Dava GuNA PASAR = m"f Pemw.

UPT
BUPAT! REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XV - PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
- KABUPATEN REMBANG

KEPALA

[ N

KELOMPOK !
JABATAN BAGIAN i
FUNGSIGNAL TATA USAHA
| ;
1 s P
‘\ i ! r
L] ;
Lo SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- UMUM KEUANGAN
[ i
l | !
1
. BIDANG BIDANG [
BIDANG OBYEK DAN SARANA PEMASARAN DAN BIDANG
BINA PROGRAM WISATA PENYULUHAN SENI BUDAYA
PARIWISATA
SEKSI SEKSI BEKSI SEKSI
PERENCANAAN || oavek wisATA L PROMOS) || PEMBINAAN SEN(
PARWISATS J BUDAYA
SEKS! SEKS! SEKSH SEKS!
MONITORING SARANA WISATA || eewvuLunan L_|  aTRaksisen
‘EVALUAS! DAN PARNVISATA BUDAYA
PELAPORAN

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XV ©  PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003  TENTANG
ORGANISAS|I DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISAS!
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

) KABUPATEN REMBANG
KEPALA
!
. !
KELOMPOK JABATAN I i
FUNGSIONAL BAGIAK |
E TATA USAHA
{ i ;
| : ' !
| l e
| !
!
I i T !
! SUBBAGIAN | i SUBBAGLAN :
| UMUM ! KEUANGAN :
. | |
L I
- H T
' |
T K : |
; BIDANG BIDANG : '
) BIDANG PEMERINTAHAN DAN FISIK DAN
} EKGNOM! i KESEJAHTERAAN PRASARANA
!L L SOSIAL
1 . J —_— ]
f
SUBBIDANG SUBBIDANG
_l PERHUBLINGAN DAN | e 1 PEMUKIMAN PRASWIL
I PARIWISATA I DAN TATA RUANG
L
SUBBIDANG L SUBBIDANG SUBBIDANG
PERTANIAN DAN KESEJAHTERAAN "1 SUMBER DAYA ALAM
-y INDAGKOP SOSIAL DAN BUDAYA DAN LINGK. HIDUP
. UPT

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMDR

20 TAHUN 2003 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISAS!

BADAN PENGAWAS DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KEPALA

1

]7 !

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
1
L |
i
! r SUBBAGIAN |
l SUBBAGIAN ! PERENCANAAN DAN ;
ADMINISTRASI EVALUASI TIRDAK i
LANJUT (ETL; 1
!
1
i ‘
PEMER?&;EW DAN | | BIDANG ! BIDANG I
! .
SUMBERDAYA l EKONOM! i KESEJSHITERAAN l[
APARATUR ! ‘ SOSIAL |
:
I _—_] T
F-—Jr p—
-
‘W SUBBIDANG SUBBIOANG
! SUBBIDANG EXONOMI PENGEMBANGAN
—‘ PEMERINTAHAN — PRODUKS! — iﬂgiggﬂ:
SUBBIDANG ’7 SUBBIDANG SUBBIDANG
SUMBERDAYA PRASARANA KESEJAHTERAAN
APARATUR EKONOM: MASYARAKAT
[
UPRPT
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONOQ




LAMPIRAN XVl . PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003  TENTANG
- ORGAMNISAS| DAN TATA KERJA PERANGKAT
‘ DAERAH KABUPATEN REMBANG.
| BAGAN ORGANISASI
‘ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
" KABUPATEN REMBANG
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
. J
R S,
T , f 1
i i F r |
i
. T | sussacian || susaacian !
i UMUM ‘ ‘ KEUANGAN |
f i ;
T ]
- ! | !
! BIDANG |
j PENGEMBANGAN BIDANG BIDANG
: PEGAWAI MUTAS BINA PEGAWAI
JE— 1 ]
J [ SUB BIDANG
[ SUB BIDANG PENGANGKATAN. 5UB BIDANG
|_ PENGEMBANGAN KARIER PEMINDAMAN DAN KESEJAHTERAAN
CAN JABATAN . PEMBERHENTIAN e PEGAWAI
l PEGAWA!
I S4B BIDANG SUB BIDANG SUB BICANG
i_ PENDIDHKAN DAN {1 KEPANGKATAN DAN BINA DISIPLIN DAN
LATIHAN PENJENJANGANR — PENDAMPINGAN
PEGAWAI
uet
-
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XV PERATURAN CAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
BAGAN ORGANISASI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG

KEPALA
1
|
[ keLomPok BAGIAN 1
| JABATAN TATA USAHA i
FUNGSIONAL i
T
o ;
S i
N S l ]
‘ L . . ) —
| BUBBAGIAN | SUBBAGIRN |
- i UMUM { | KEUANGAN |
‘ N _
i T 1
- J l :
i \ BIDANG 1
BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG :
KELUARGA PEREMPUAN, ANAK KETAHANAN
BERENCANA DAN REMAIA MASYARAKAT
l L
] 1 — 1
[—_"‘_'_'—_ ] r_""_——"-_‘*j
| SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
,_‘ PENGENDALIAN = PEMBERDAYAAN — USAHA EKONOML
KELAHIRAN PEREMPUAN MASYARAKAT
L SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
KIE DAN ADVOKAS! "1 PEMBERDAYAAN e AT
PEMBERDAYAAN ANAK DAN REMAJA YA
UPT
-
BUPATI REMBANG

H. HENGARSONO

'———J



LAMPIRAN XIX

NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2003

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGHKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KEPALA

.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN :
UMLM KEUANGAN i
C | ]
i
BIDANG BIDANG

BINA PROGRAM

PELAYANAN MEDIS

BIDANG
KEPERAWATAN

]

|

1

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PERENCANAAN | | PELAYANAN DAN ASUHAN
MONITORING DAN SIM PENUNJANG MEDS KEPERAWATAN
SUB BIDANG SUE BIDANG 5UB BIDANG
L REKAM MEDIS L SARANA PELAYANAN MUTU
KEPERAWATAN
BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASIA DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG

KEPALA
l 1
‘
KELOMPOK l |
JABATAN SUB BAGIAN ;
FUNGSIONAL ‘ TATA USAHA ‘
| M|
[
i
SEKS! SEKS! SEKS!
KESATUAN BANGSA KETAHANAN PERLINDUNGAN
BANGSA MASYARAKAT
UPT

BUPAT! REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XX{ PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003  TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.
BAGAN ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.
KABUPATEN REMBANG
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
E SEKSI
i SEKSI SEKS! PEMADAM
KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN DAN
PEMAKAMAN PEMELIHARAAN
i SALURAN
UPT

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO




LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABURATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGHKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

- BAGAN ORGANISAS!
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN REMBANG
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN
' i A

|
L

[ |

SEKSI
SEKSI SEKSI PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN HKEARSIPAN DATA ELEKTRONIX

UPT

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

-




LAMPIRAN XX

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISAS!
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